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ABSTRAK

Studi ini bertujuan menganalisis keragaan konflik lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam
pemanfaatan potensi maritim, dan mengimplementasikan model ICOFISH-MT (integration of coastal
fisheries management and marine tourism) dalam penyelesaian konflik tersebut. Metode terdiri dari
metode deskriptif dan pendekatan model ICOFISH-MT. Konflik pemanfaatan potensi maritim di
Kawasan Pelabuhan Perikanan Labuhan Haji ada 8 (delapan), terbagi atas 4 konflik lingkungan, 3
konflik ekonomi, dan 1 konflik sosial. Statusnya 2 konflik berstatus ada penyelesaian skala terbatas
dan 6 konflik belum ada penyelesaian. Implementasi model ICOFISH-MT dalam penyelesaian konflik
menunjukkan teknik resolusi konflik terpilih dominan adalah negosiasi dan mediasi (75 %). Lembaga
pengelola konflik yang terbentuk mempunyai kepengurusan lima orang yang terdiri dari : ketua (1
orang), wakil ketua (1 orang), sekretaris (1 orang), dan seksi kegiatan (2 orang). Skema kerja sama
untuk memanfaatkan peluang integrasi/sinergi kegiatan dari para pihak yang berkonflik terdiri atas 4
kerja sama profit, 3 kerja sama non-profit, dan 1 kerja sama profit dan non-profit. Hasil penyelesaian
konflik dengan model ICOFISH-MT diyakini dapat menjamin keberlanjutan pemanfaatan potensi
maritim, meningkatkan lapangan kerja nelayan, pelaku wisata dan masyarakat, serta menguatkan
peran pelabuhan perikanan.

Kata kunci: lingkungan, maritim, pelabuhan perikanan, perikanan, resolusi konflik

ABSTRACT

This study aimed to analyze the performance of environmental, economic, and social conflicts
in the utilization of maritime potential, and implement the ICOFISH-MT (integration of coastal
fisheries management and marine tourism) model in resolving these conflicts. The method consisted
of a descriptive method and the ICOFISH-MT model approach. There were 8 (eight) conflicts in the
utilization of maritime potential in the Labuhan Haji Fishing Port Area, divided into 4 environmental
conflicts, 3 economic conflicts, and 1 social conflict. The status of 2 conflicts had a limited scale
resolution status and 6 conflicts have not been resolved. The implementation of the ICOFISH-MT
model in conflict resolution showed that the dominant conflict resolution techniques were
negotiation and mediation (75%). The conflict management institution formed had a five-person
management consisting of : chairman (I person), vice chairman (1 person), secretary (1 person), and
activities section (2 people). The cooperation scheme to utilize opportunities for integration/synergies
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of activities from the conflicting parties consisted of 4 profit-based cooperation, 3 non-profit
cooperation, and 1 profit and non-profit cooperation. The results of conflict resolution using the
ICOFISH-MT model are believed to be able to guarantee the sustainability of maritime potential
utilization, increase employment opportunities for fishermen, tourism workers, and the community;,
and strengthen the role of fishing ports.

Key words: conflict resolution, environment, fishing port, fisheries, maritime

PENDAHULUAN

Kabupaten Lombok Timur merupakan kabupaten dengan kontribusi kemaritiman paling besar
di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kegiatan kemaritiman yang utama adalah kegiatan perikanan
laut. Produksi ikan laut di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2024 mencapai 25.114 ton. Produksi
tersebut merupakan penyumpang terbesar produksi perikanan laut NTB, diantara 10 kabupaten/kota
yang ada. Kegiatan perikanan laut tersebut melibatkan 33.836 nelayan atau 34,06% dari total nelayan
yang ada di NTB (KKP, 2024).

Selain perikanan laut, kegiatan kemaritiman yang juga dominan adalah wisata bahari. Wisata
bahari merupakan kegiatan wisata utama di Provinsi NTB dan pengembangannya telah menjangkau
banyak wilayah, termasuk wilayah perairan pantai Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan wisata bahari
ini berkembang pesat di Kabupaten Lombok Timur karena perairannya yang relatif tenang, banyak
spot pemancingan dan snorkeling, serta pasir pantainya yang indah (Qolby & Hailuddin, 2022; Dinas
Pariwisata Kabupaten Lombok Timur, 2023). Namun demikian, perkembangan kegiatan wisata bahari
tersebut cenderung mengganggu beberapa kegiatan perikanan laut yang ada di Kabupaten Lombok
Timur. Hal ini terjadi di perairan sekitar Pelabuhan Perikanan (PP) Labuhan Haji dan beberapa sentra
perikanan lainnya di Selat Alas. Gangguan tersebut terjadi dalam bentuk rusaknya jaring
penangkapan ikan akibat tertabrak kapal wisata, rusaknya ekosistem terumbu karang dan
menurunnya hasil tangkapan ikan, dan sampah wisata yang menyebar di sekitar pelabuhan perikanan
dan perairan pantai (Ayunda et al, 2014; Byrnes et a/, 2016; Firdaus et a/, 2020; Mustaruddin er al,
2022). Kondisi ini merupakan bentuk destruksi pemanfaatan potensi maritim, baik secara lingkungan,
ekonomi, maupun sosial yang selama ini sering menjadi sumber konflik di Kabupaten Lombok Timur.

Sebagaimana halnya sektor perikanan, sektor pariwisata dengan kegiatan berupa wisata bahari
merupakan sektor unggulan di Kabupaten Lombok Timur dan Provinsi NTB. Akibatnya, pembatasan
kegiatan pada salah satu sektor tersebut tidak bisa dilakukan (DKP Kabupaten Lombok Timur, 2024).
Terkait hal ini, upaya yang paling tepat dilakukan adalah menyelesaikan konflik pemanfaatan kedua
potensi maritim tersebut, sambil mencari celah kolaborasi dan integrasinya. Hal ini dapat dilakukan
dengan menerapkan model ICOFISH-MT (integration of coastal fisheries management and marine
tourism). Model ICOFISH-MT yang dikembangkan melalui Program Riset Fundamental, BIMA
tahun 2024 difokuskan untuk mencari titik temu pemanfaatan potensi maritim yang dilakukan oleh
para pihak di bidang kemaritimaan (Mustaruddin et a/, 2024). Dengan demikian, ada kecocokan yang
tinggi untuk menyelesaikan pemasalahan pemanfaatan potensi maritim, baik disisi lingkungan,
ekonomi, maupun sosial di Kawasan PP Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur.

Studi ini bertujuan menganalisis keragaan konflik lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam
pemanfaatan potensi maritim; dan mengimplementasikan model ICOFISH-MT dalam penyelesaian
konflik pemanfaatan potensi maritim di Kawasan PP Labuhan Haji, Lombok.

METODE PENELITIAN

Studi ini dilaksanakan pada bulan Juli 2025. Lokasi studi adalah Kawasan PP Labuhan Haji,
Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Data yang dikumpulkan terdiri dari data



Mustaruddin et al. — Resolution of Environmental, Economic ...

jenis konflik, data pihak yang berkonflik, data status konflik, data terapan model ICOFISH-MT, serta
pendapat dan harapan para pihak dalam penyelesaian konflik. Metode pengumpulan data adalah
pelatihan, focus group discussion (FGD), wawancara, dan pengamatan lapang. Pelatihan dan FGD
dilakukan untuk mengumpulkan data jenis konflik, data pihak yang berkonflik, dan data terapan
model dalam resolusi konflik. Wawancara dilakukan dilakukan untuk mengumpulkan data dalam
bentuk pendapat dan harapan para pihak dalam penyelesaian konflik. Pengamatan lapang dilakukan
untuk mengumpulkan data status konflik dan melengkapi data jenis konflik.

Metode analisis data terdiri dari metode deskriptif dan pendekatan model ICOFISH-MT.
Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan keragaan konflik pemanfaatan potensi maritim.
Keragaan konflik tersebut dibagi dalam tiga isu utama, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial.
Gambaran keragaan konflik dan infromasi para pihak yang berkoflik, selanjutnya disajikan dalam
bentuk tabel atau gambar yang relevan (Mustaruddin et al, 2022; Nordal et al, 2025).

Pendekatan model ICOFISH-MT (Mustaruddin et al, 2024; Msomphor, 2016) diarahkan untuk
menganalisis pola penyelesaian konflik pemanfaatan potensi maritim, baik konfik lingkungan,
ekonomi, maupun sosial. Pola penyelesaian konflik tersebut dibagi dalam beberapa tahapan
(Mustaruddin er al, 2024), yaitu: (a) penentuan teknik resolusi konflik, (b) analisis peluang
integrasi/sinergi kegiatan pemanfaatan potensi maritim (perikanan, wisata bahari, jasa kelautan, dan
lainnya), (c) pembentukan lembaga pengelola konflik, (d) pengembangan skema kerja sama serta
bentuk peran dalam penyelesaian konflik dan integrasi pemanfaatan potensi maritim. Terkait teknik
resolusi konflik, opsi resolusi yang ditawarkan adalah konsiliasi, mediasi, negosiasi, arbitrase, dan
litigasi (Lewin et al, 2025; Msomphora, 2016). Pembentukan lembaga pengelola konflik dilakukan
mensintesis status konflik dan teknik resolusi konflik yang terpilih dominan. Skema kerja sama
dikelompokkan dalam bentuk profit dan non-profit (Das et al, 2025), sehingga dapat diestimasi
tingkat kepentingan dan bentuk peran yang bisa diberikan para pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keragaan Konflik Lingkungan, Ekonomi, dan Sosial dalam Pemanfaatan Potensi Maritim

Konflik pemanfaatan potensi maritim di Kawasan PP Labuhan Haji, terbagi atas tiga kelompok,
yaitu konflik lingkungan, konflik ekonomi, dan konflik sosial. Pengelompokan konflik didasarkan
pada isu utama yang menjadi penyebab konflik. Konflik tersebut terjadi, umumnya dilandasi suatu isu
utama yang kemudian berkembang dan melibatkan beberapa pihak yang kepentingannya terganggu
atau terkena isu konflik (Lewin er al, 2025). Tabel 1 menyajikan keragaaan konflik lingkungan,
ekonomi, dan sosial tersebut dalam pemanfaatan potensi maritim di Kawasan PP Labuhan Haji,
Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan Tabel 1, konflik yang terkait lingkungan lebih banyak daripada konflik terkait
ekonomi dan sosial. Konflik yang dominan terkait lingkungan, diantaranya perselisihan tentang
sampah di perairan pantai, keasaman perairan tinggi di lokasi yang berdekatan dengan tempat wisata
dan pasar, kerusakan terumbu karang/habitat ikan di perairan dangkal, dan perselisihan terkait abrasi
di tempat pendaratan ikan tradisional. Konflik tersebut sebagian besar berawal dari komplain nelayan
kepada pelaku wisata yang melaksanakan aktivitas wisata di perairan pantai sekitar PP Labuhan Haji.
Hal ini bisa dipahami karena wisata yang berkembang di Pulau Lombok adalah wisata bahari yang
lokasi aktivitasnya berimpitan dengan nelayan (Mustaruddin ez al 2022; Qolby & Hailuddin, 2022).
Konflik lingkungan tersebut ada juga yang berasal dari komplain nelayan kepada pengelola pelabuhan
dan masyarakat, misalnya terkait abrasi di tempat pendaratan ikan tradisional.
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Tabel 1. Keragaan konflik lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam pemanfaatan potensi maritim

Jenis Konflik Kle(l(;)r?zlri)lzk I];ilrt)z;?lf Dugaan Penyebab Status Konfik
Perselisihan tentang ~ Lingkungan Nelayan, Banyak sampah Belum ada
sampah di perairan pelaku wisata, = wisata, ketiadaan penyelesaian
pantai masyarakat tempat pembuangan

sampah masyarakat
Penguasaan wilayah ~ Ekonomi, Nelayan, Pengaturan Belum ada
perairan untuk spot pelaku wisata, = pemanfaatan wilayah  penyelesaian
wisata di areal fishing pengelola laut dan jalur
ground pelabuhan pelayaran belum
tersedia
Keasaman perairan Lingkungan Nelayan, Limbah dari hotel, Ada
tinggi di lokasi yang pelaku wisata,  pasar ; dan penyelesaian
berdekatan dengan pengelola pasar pemukiman banyak terbatas, sering
tempat wisata dan dibuang ke perairan muncul
pasar kembali
Alat tangkap sering Ekonomi Nelayan, Intensitas wisata Belum ada
hilang/rusak di jalur pelaku wisata,  pelayaran yang penyelesaian
pelayaran wisata pengelola meningkat, belum
pelabuhan ada pengaturan jalur
untuk pelayaran dan
penangkapan ikan
Kerusakan terumbu Lingkungan Nelayan, Aktivitas divingdan ~ Ada
karang/habitat ikan di pelaku wisata  snorkeling, penyelesaian
perairan dangkal penangkapan dengan  dengan
alat tangkap konservasi
destruktif terumbu
karang, tetapi
belum
menyeluruh
Hasil tangkapan ikan =~ Ekonomi Nelayan, Rekreasi pantai yang  Belum ada
menurun di perairan pelaku wisata, = meningkat, penyelesaian
pantai pengelola kesuburan perairan
pelabuhan terganggu
Kecemburuan Sosial Nelayan, Tenaga kerja wisata Belum ada
terhadap sistem pelaku wisata,  banyak direkrut dari ~ penyelesaian
rekrutmen tenaga masyarakat luar daerah,
kerja wisata masyarakat kurang
terampil
Perselisihan terkait Lingkungan Nelayan, Pemasangan turapdi ~ Belum ada
abrasi di tempat pelaku wisata,  areal pelabuhan dan penyelesaian
pendaratan ikan pengelola tempat wisata yang
tradisional pelabuhan mengikis sisi lain dari

pantai

Konflik ekonomi dan sosial ; dominan terkait pola penguasaan wilayah perairan untuk spor
wisata di areal fishing ground dan hasil tangkapan ikan menurun di perairan pantai. Konflik ini
dianggap sebagai dampak dari pembiaran masalah lingkungan di perairan dan belum adanya
pengaturan pemanfaatan wilayah laut terutama di kawasan yang padat aktivitasnya. Dari sisi status
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konflik, sebagai besar konflik tersebut belum ada penyelesaian. Hal ini tentu kurang baik karena
konflik bisa membesar, bahkan menghasilkan konflik baru yang susah ditangani (Msomphora, 2016;
Trathan er al. 2025).

B Nelayan
H Pelaku Wisata
1 Pengelola Pelabuhan

Pengelola Pasar

B Masyarakat

Gambar 1. Keterlibatan para pihak dengan konflik pemanfaatan potensi maritim

Pihak yang berkonflik dalam pemanfaatan potensi maritim, sebagian besar didominasi oleh
nelayan dan pelaku wisata (Gambar 1). Pengelola pelabuhan terlibat konflik dominan karena ada
keterkaitan antara peran dan fungsi pelabuhan perikanan. Pada konflik hasil tangkapan ikan
menurun di perairan pantai, pengelola pelabuhan dianggap terlibat karena mengeluarkan surat laik
operasi (SLO) kapal ikan dan hasil tangkapan ikan yang didapat juga didaratkan di pelabuhan
perikanan. Pada konflik penguasaan wilayah perairan untuk spor wisata di areal fishing ground,
pengelola pelabuhan terlibat karena perannya dalam pengaturan jalur pelayaran (Gomez et al, 2021).
Begitu juga terkait perselisihan abrasi, pengelola pelabuhan terkait karena ada turap yang dibangun
oleh pelabuhan yang kemudian merubah arah arus laut dan menimbulkan abrasi. Namun demikian,
keterlibatan nelayan dan pelaku wisata tetap menjadi yang paling dominnan dalam konflik, karena
keduanya menjadi pelaku utama dalam pemanfaatan potensi maritim di Kabupaten Lombok Timur
dan Propinsi NTB.

Resolusi Konflik Menggunakan Model ICOFISH-MT

Resolusi konflik merupakan tahapan penting dalam implementasi model ICOFISH-MT untuk
penyelesaian konflik pemanfaatan potensi maritim, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun
ekonomi. Dalam meresolusi konflik, model ICOFISH-MT mengarahkan perlunya komitmen nyata
dari pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan konflik dan sebisa mungkin mendapat
peluang sinergi/integrasi. Peluang integrasi tersebut dapat terjadi pada kegiatan perikanan, wisata
bahari, jasa kelautan, dan lainnya. Tabel 2 menyajikan formula resolusi terhadap konflik lingkungan,
ekonomi, dan sosial dalam pemanfaatan potensi maritim di Kawasan PP Labuhan Haji, Kabupaten
Lombok Timur. Selanjutnya Gambar 2 menyajikan aktivitas pelatihan dan FGD resolusi konflik
dengan model ICOFISH-MT.

Berdasarkan Tabel 2, sebagian besar konflik pemanfaatan potensi maritim di Kawasan PP
Labuhan Haji dapat diresolusi dengan teknik negosiasi dan mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa
pihak-pihak yang berkonflik mempunyai itikad yang baik dan keterbukaan yang tinggi untuk
menyelesaikan konflik, walaupun dengan bertemu secara langsung satu sama lain. Negosiasi dan
mediasi merupakan metode/teknik resolusi konflik dengan cara bertemu langsung antara pihak-pihak
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yang berkonflik, namun mediasi pembicaraannya menggunakan perantara (Ewart er al, 2024; Nordal
et al, 2025; Lewin et al, 2025). Pertemuan pihak-pihak yang berkonflik tersebut dilakukan pada
kegiatan pelatihan dan FGD resolusi konflik pada Gambar 2.

Tabel 2. Formula resolusi konflik pemanfaatan potensi maritim

Komitmen Penyelesaian Peluang Integrasi

Jenis konflik Resolusi Konflik Konflik Kegiatan
Perselisihan tentang Konsiliasi Tidak membuang sampah Pembangunan
sampah di perairan sembarangan tempat
pantai pengelolahan

sampah bersama
Penguasaan wilayah Negosiasi Tidak memperluas spot Pemanfaatan kapal
perairan untuk spot wisata ke fishing ground, nelayan ke spot
wisata di areal fishing tidak ada intimidasi terhadap wisata
ground wisatawan
Keasaman perairan Mediasi Dilakukan penanganan Pembuatan IPAL
tinggi di lokasi yang limbah cair sebelum dibuang bersama
berdekatan dengan ke lingkungan, pengontrolan
tempat wisata dan pasar kualitas lingkungan secara
berkala mediasi konflik oleh
LPI
Alat tangkap sering Negosiasi Pelayaran menghindari areal Pemanduan
hilang/rusak di jalur penangkapan ikan, pelayaran wisata
pelayaran wisata pemasangan alat tangkap
akan diberi tanda
Kerusakan terumbu Mediasi Pelarangan mengambil Dukungan bersama
karang/habitat ikan di karang pada saat divingdan  dalam program
perairan dangkal snorkeling, Pelarangan konservasi
operasi alat tangkap terumbu karang
destruktif di kawasan
terumbu karang
Hasil tangkapan ikan Konsiliasi Pengaturan zona untuk Pemanduan wisata
menurun di perairan rekreasi pantai, tidak ada pantai, pendaratan
pantai intimidasi terhadap ikan menjadi
wisatawan, perlindungan obyek wisata
ruaya ikan pantai
Kecemburuan terhadap  Negosiasi Rekrutmen tenaga kerja Kerja sama
sistem rekrutmen wisata diprioritaskan kepada  penyediaan
tenaga kerja wisata penduduk lokal, penyiapan pekerjaan dan
tenaga kerja terampil di tenaga kerja
masyarakat terampil
Perselisihan terkait Mediasi Pemasangan turap secara Kerja sama

abrasi di tempat
pendaratan ikan
tradisional

berimbang di areal
pelabuhan, tempat wisata,
dan tempat pendaratan ikan

penangkalan abrasi
dan
pengembangan
usaha bersama
pada tanah timbun
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Gambar 2. Pelatihan dan FGD resolusi konflik dengan model ICOFISH-MT

Pilihan teknik negosiasi dan mediasi memberi indikasi bahwa pihak-pihak yang berkonflik
terutama nelayan dan pelaku wisata, tidak menyimpan dendam satu sama lain. Diantara mereka tidak
ada yang memilih teknik litigasi (proses hukum), sehingga tidak ada konflik yang penyelesaiannya
berujung di pengadilan (Gomez er al, 2021). Pihak-pihak yang berkonflik juga menyatakan
menyatakan komitmennya (Tabel 2) untuk mengambil tindakan nyata guna mereda konflik, bahkan
membangun sinergi satu sama lain. Misalnya terkait perselisihan tentang sampah di perairan pantai,
mereka berkomitmen untuk tidak membuang sampah sembarangan.

Untuk menjaga komitmen tersebut, meraka berintegrasi/bersinergi untuk membangun tempat
pengelolahan sampah bersama. Selanjutnya untuk perselisihan terkait abrasi di tempat pendaratan
ikan tradisional, dilakukan pemasangan turap secara berimbang di areal pelabuhan, tempat wisata,
dan tempat pendaratan ikan. Sinergi/integrasi yang disepakati adalah kerja sama penangkalan abrasi
dan pengembangan usaha bersama pada tanah timbun. Tanah timbun terjadi karena sedimentasi dan
timbunan polutan pada sisi pantai yang tidak terkena abrasi (Halim ez al, 2022, Mutaqin et al, 2024).
Komitmen dan peluang integrasi tersebut disusun dan disepakati pada kegiatan pelatihan dan FGD
(Gambar 2). Khusus untuk perselisihan terkait abrasi dan keasaman perairan, komitmen dan pelung
integrasi disusun setelah memeriksa kondisi lapangnya.

Lembaga Pengelola Konflik dan Skema Integrasi Pemanfaatan Potensi Maritim

Untuk mengoptimalkan penyelesaian konflik, sekaligus merealisasikan peluang integrasi pada

Tabel 2, maka dibangun lembaga pengelola konflik dan disusun skema kerja samanya. Pada kegiatan

pelatihan dan FGD yang dilakukan, lembaga tersebut telah dibentuk dengan kepengurusan lima

orang yang terdiri dari: ketua (1 orang), wakil ketua (1 orang), sekretaris (1 orang), dan seksi kegiatan

(2 orang). Lembaga tersebut diberi nama Lembaga Pengelola ICOFISH-MT (LPI), dengan tugas dan

fungsi:

a. Menjadi penengah jika terjadi konflik pemanfaatan potensi maritim antara nelayan, pengelola
wisata, dan masyarakat di Kawasan PP Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, NTB.

b. Membina, mengawasi, dan/atau mengarahkan kegiatan integrasi perikanan, wisata bahari, jasa
kelautan, dan lainnya yang dilakukan di Kawasan PP Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur,
NTB.

c. Menjadi mitra dari program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh IPB University melalui
kegiatan Dosen Pulang Kampung, Dosen Mengabdi, dan lainnya.

Mengacu kepada tugas tersebut, LPI membantu dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan
integrasi/skema kerja sama pemanfaatan potensi maritim (Tabel 3). Jika ada konflik baru, maka LPI
juga membantu dalam penyelesaiannya.

Skema kerja sama Tabel 3 disusun dalam rangka memanfatkan peluang integrasi kegiatan
perikanan, wisata bahari, jasa kelautan, dan lainnya yang dinyatakan pada Tabel 2. Disamping
menyelesaikan konflik, pengembangan skema kerja sama membantu nelayan, pelaku wisata,
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masyarakat, dan pengelola pelabuhan untuk menguatkan satu sama lain dalam pemanfaatan potensi
maritim di Kabupaten Lombok Timur, NTB. Hal ini sesuai dengan arahan model ICOFISH-HT untuk
membangun integrasi/kolaborasi sebagai nilai lebih dari penyelesaian konflik. Menurut Mustaruddin
et al. (2020) dan Lewin er al (2025), penyelesaian konflik dengan memberdayakan potensi sinergi
para pihak yang berkonflik dapat menjaga keberlanjutan usaha dan menjamin kelestarian potensi
marirtim dan lingkungannya.

Tabel 3. Skema kerja sama dan bentuk peran dalam integrasi pemanfaatan potensi maritim

Peluang ’Integra51 Skema Kerja Pembagian Peran Mltlga51 Konflik Utgensi
Kegiatan sama Ling Eko Sos
Pembangunan  Kerjasama Pelaku wisata dan pengusaha +++ ++ Mendesak
tempat non-profit  perikanan menyediakan
pengelolahan anggaran, nelayan dan
sampah masyarakat membangun tempat
bersama sampah dan memeliharanya
Pemanfaatan Kerjasama Nelayan menyediakan kapal, +H+ 4 Mendesak
kapal nelayan profit pelaku wisata mengkoordinir
ke spor wisata wisatawan, pelabuhan mengatur
jalur pelayaran
Pembuatan Kerja sama Pelaku wisata dan pengelola +++ ++ Agak
IPAL bersama non-profit  pasar menyediakan anggaran, mendesak
nelayan membantu pembuatan
dan pengoperasian
Pemanduan Kerja sama Pelaku wisata menyediakan +H+ o+ Tidak
pelayaran profit sarana pelayaran, nelayan mendesak
wisata membantu pemanduan wisata,
pelabuhan mengatur jalur
Dukungan Kerjasama  Pelaku wisata & pengusaha 4 + Agak
bersama dalam  non-profit  perikanan menyediakan benih, mendesak
program nelayan membantu penanaman
konservasi
terumbu karang
Pemanduan Kerjasama  Pelaku wisata menyediakan e Agak
wisata pantai, profit fasilitas wisata, pelabuhan mendesak
pendaratan mengatur alur pendaratan ikan,
ikan menjadi kelurga nelayan menjadi guide
obyek wisata wisata pantai
pantai
Kerja sama Kerja sama Pelaku wisata menyediakan ++  +++  Agak
penyediaan profit lapangan kerja wisata, nelayan mendesak
pekerjaan dan dan masyarakat menyiapkan
tenaga kerja tenaga sesuai spesifikasi wisata
terampil
Kerja sama Kerja sama Pelabuhan menyiapkan turapdi = +++ ++  ++ Mendesak
penangkalan profitdan  kedua sisi pantainya, nelayan
abrasi dan non-profit membantu dalam pengerjaan
pengembangan turap, pelaku wisata mendukung
usaha bersama realisasi usaha bersama, keluarge
pada tanah nelayan menjadi pekerja usaha

timbun
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Skema kerja sama dan pembagian peran yang tepat para pihak (Tabel 3) memberi dampak
mitigasi yang besar terhadap konflik lingkungan, ekonomi, dan sosial di Kabupaten Lombok Timur.
Mitigasi seperti ini, tidak hanya dapat menetralisir isu utama konflik, tetapi juga isu turunannya di
kawasan pelabuhan perikanan. Hal ini karena skema kerja sama Tabel 3, dibangun dengan melihat
cerah integrasi pada kegiatan yang menjadi sumber konflik, dan para pihak yang berkonflik juga
diberi peran yang tepat (Msomphora, 2016; Yalcin ez al, 2023; Das et al, 2025). Dari delapan peluang
integrasi yang ada, pengelolaan bersama sampah perikanan dan wisata bahari, pemanfaatan kapal
nelayan ke spor wisata, serta kerja sama penangkalan abrasi dan pengembangan usaha bersama pada
tanah timbun dianggap lebih mendesak.

Hal ini karena dampak sampah dan abrasi terasa sangat nyata di Kabupaten Lombok Timur
(Ayunda er al, 2014; Mustaruddin er al, 2022). Informasi dalam FGD menyatakan bahwa sampah
tersebut telah menyebar di seluruh perairan Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah terbanyak ada
di kawasan pelabuhan perikanan dan tempat wisata. Abrasi juga telah merubah garis pantai dan
mengerus areal pendaratan ikan nelayan (DKP Kabupaten Lombok Timur, 2024; Mutaqin er al,
2024). Sedangkan untuk pemanfaatan kapal nelayan ke spotr wisata, dapat secara signifikan
mempekerjakan banyak nelayan, sekaligus meminimalisir potensi konflik perikanan dan wisata yang
terjadi di perairan. Hal ini juga menghindari intimidasi wisatawan dan aksi saling merusak sarana
penangkapan ikan dan wisata di perairan (Byrnes er al, 2016; Ewart et al, 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Konflik pemanfaatan potensi maritim yang terjadi saat ini di Kawasan PP Labuhan Haji ada 8
(delapan), terbagi atas 4 konflik lingkungan, 3 konflik ekonomi, dan 1 konflik sosial. Dari 8 konflik
tersebut, 2 konflik berstatus ada penyelesaian skala terbatas, 6 konflik berstatus belum ada
penyelesaian. Implementasi model ICOFISH-MT dalam penyelesaian konflik menunjukkan teknik
resolusi konflik terpilih dominan adalah negosiasi dan mediasi (75 %), dan tidak ada pilihan litigasi
(prose hukum).

Lembaga pengelola konflik yang terbentuk diberi nama Lembaga Pengelola ICOFISH-MT
(LPI) dengan kepengurusan lima orang yang terdiri dari: ketua (1 orang), wakil ketua (1 orang),
sekretaris (1 orang), dan seksi kegiatan (2 orang). Skema kerja sama untuk memanfaatkan peluang
integrasi/sinergi kegiatan dari para pihak yang berkonflik terdiri atas 4 kerja sama profit, 3 kerja sama
non-profit, dan 1 kerja sama profit dan non-profit. Peran para pihak dalam penyelesaian konflik dan
integrasi pemanfaatan potensi maritim disesuaikan dengan bidang pekerjaannya dan bersifat saling
menguntungkan.

Penyelesaian konflik pemanfaatan potensi maritim perlu memberi peran lebih kepada nelayan,
pelaku wisata, pengelola pelabuhan, dan masyarakat pesisir yang berkonflik. Hal ini penting untuk
kelanggengan kesepakatan penyelesaian. Lembaga pengelola konflik dibentuk perlu diberdayakan
oleh PEMDA Kabupaten Lombok Timur, karena mereka terbentuk di masyarakat dan selalu ada di
masyarakat.
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